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Abstrak 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulunya disebut Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang sudah memiliki 

cukup syarat. Menurut BP2MI para Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak memilih 

bekerja di Malaysia karena dianggap jaraknya dekat dengan Indonesia dan merupakan 

serumpun. Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia khususnya di 

Malaysia dengan cara melakukan sekuritisasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Malaysia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu menjelaskan tentang Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di 

Malaysia di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sekuritisasi perlindungan pekerja 

migran Indonesia di Malaysia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden 

Joko Widodo  dan faktor mempengaruhi kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia masih 

tinggi mesikupun Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia. Data yang disajikan adalah 

data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai buku, artikel, jurnal, surat kabar dan kasus-

kasus terkait internet. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada kita tentang kejahatan 

terhadap pekerja migran Indonesia masih tinggi faktor Eksternal seperti Pemerintah daerah, 

keamanan Badan, geografis, lembaga hukum dan masyarakat (dipengaruhi oleh kemiskinan, 

rendahnya informasi dan Pendidikan). 

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Sekuritisasi, BP2MI, Indonesia, 

Malaysia. 
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Abstract 

 
 

Indonesian Migrant Workers (PMI) or what was previously called Indonesian Workers 

(TKI) are Indonesian citizens who work abroad who have sufficient requirements. According 

to BP2MI, Indonesian Migrant Workers (PMI) most often choose to work in Malaysia because 

it is considered close to Indonesia and is related. The Indonesian government protects 

Indonesian migrant workers, especially in Malaysia, by carrying out securitization between the 

Indonesian government and the Malaysian government in the era of President Susilo Bambang 

Yudhoyono. This type of research is descriptive research, namely explaining the securitization 

of protection for Indonesian migrant workers in Malaysia in the era of President Susilo 

Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo. 

The research aims to find out how the securitization of protection for Indonesian 

migrant workers in Malaysia during the era of President Susilo Bambang Yudhoyono and 

President Joko Widodo and the factors influencing crime against Indonesian migrant workers 

is still high even though Indonesia has collaborated with Malaysia. The data presented is 

secondary data collected from various books, articles, journals, newspapers and internet-related 

cases. The results of this research show us that crimes against Indonesian migrant workers are 

still high due to external factors such as local government, agency security, geography, legal 

institutions and society (influenced by poverty, low information and education). 

 

 

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Securitization, BP2MI, Indonesia, 
Malaysia.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

  Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah 

penduduk yang cukup tinggi. Republik Indonesia, pada tahun 2020, terdapat 272,22 

jiwa yang tinggal di sana. (Kemendagri.Go.id: dukcapil.2021) Permasalahan muncul 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Banyaknya pengangguran menjadi 

salah satu permasalahan tersebut. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah 

kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dan memadai untuk memenuhi lonjakan 

jumlah pekerja yang tersedia (Sihombing, Yaakob, & Safarudin, 2011). 

  Menurut Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar 

Negeri (PPTKLN), pekerja migran Indonesia (PMI) atau sebelumnya disebut dengan 

tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang memiliki 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu 

dan menerima upah. Semasa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, para aktivis 

pekerja migran Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk segera merevisi Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2004 karena Undang-Undang tersebut dianggap disalah 

gunakan oleh perusahaan-perusahaan atau agency-agency untuk memeras pekerja 

migran Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

dan dengan ditetapkan Undang-Undang Ini, maka penggunaan istilah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) juga turut berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Pada tahun 2018, menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia, ada banyak negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara 
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di dunia. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 283.640 

jiwa. Dimana jumlah Pekerja Migran terbanyak yaitu berjumlah 90.671 jiwa di 

Malaysia. 72.373 jiwa di Taiwan dan 73.917 jiwa di Hongkong. Para PMI tersebut 

umumnya bekerja di sector informal sebagai pekerja domestic atau asisten rumah 

tangga. Jumlah Pekerja Migran Indonesia ini mengalami peningkatan disetiap tahunnya 

dan hingga tahun 2019 saja jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 189.128 jiwa. 

Oleh sebab banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan 

sebagai salah satu negara dengan pengirim pekerja migran terbesar, upaya bagi 

perlindungan pekerja migran Indonesia sudah sepatutnya merupakan salah satu prioritas 

pemerintah RI. 

Berikut ini adalah tabel negara Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia 

tahun 2014-2019. 

Grafik 1 Negara Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia 
 

No. Negara Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri 

1 Malaysia 19.695 
2 Taiwan 17.244 
3 Hongkong 16.827 
4 Singapore 4.139 
5 Saudi Arabia 1.648 

 
Sumber: PUSLITFO BNP2TKI 2019 

 

Terdapat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dan 

terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: Pertama, yaitu tingkat kesiapan dan 

pengetahuan para calon pekerja terhadap kondisi lingkungan negara tujuan dan hak yang 

yang seharusnya mereka miliki; dan kedua, yaitu kondisi dan situasi lingkungan yang 

mendukung perlindungan bagi pekerja migran Indonesia tersebut. Seperti posisi tawar 
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diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima yang juga didukung atas 

situasi di kedua negara berlangsung kondusif. 

Berikut ini adalah tabel jenis permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia. 
 

Grafik 2 Jenis permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia tahun 2014-2019 
 

No Jenis Permasalahan 2017 2019 
1 Tidak dibayar gaji 390 660 
2 Kekerasan fisik 66 34 
3 Pelecehan seksual 10 11 

4 
Tidak sesuai 

penempatan kerja 
137 124 

5 Rekrutmen ilegal 59 46 
 

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI 2019 
 

Crisis Center mengalami peningkatan pengaduan PMI setiap tahunnya, menurut 

data yang dikumpulkan oleh BNP2TKI. Dari 1.294 total pengaduan di tahun 2014 

menjadi 9.377 total pengaduan di tahun 2019, jumlah pengaduan PMI semakin 

bertambah. total pengaduan pada 2019, namun sedikit berkurang pada tahun 2017, yaitu 

sebanyak 4.349 pengaduan. Meskipun demikian, jumlah keseluruhan pengaduan PMI 

pada tahun 2019 adalah 4.779, dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. PMI mengajukan 

pengaduan baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran, termasuk media 

sosial, panggilan telepon, email, dan SMS. Jumlah pengaduan yang diterima Crisis 

Center dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

. 
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Grafik 3 Jumlah Pengaduan PMI di Crisis Center 
 

Tahun Jumlah Pengaduan 

2014 1294 

2017 4349 

2018 4770 

2019 9377 

Sumber: BNP2TKI 2019 
 

Dengan melihat table grafik 3, dapat kita lihat bahwa Permasalahan PMI yang 

bekerja di Malayasia masih banyak mengalami permasalahan. Untuk mengatasi 

permasalahan PMI tersebut dan melindungi PMI di Malaysia, Untuk mencegah aktivitas 

yang dapat membahayakan PMI, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah 

langkah untuk mengelola atau melestarikannya. Terkait dengan upaya pemerintah 

Indonesia untuk menjaga PMI melalui lembaga-lembaga terkait ketenagakerjaan, yang 

digunakan adalah pendekatan institusionalis, yang mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan PMI, baik legal maupun 

tidak. Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 

(BNP2TKI), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker-trans) 

merupakan lembaga-lembaga tersebut. Pemerintah Indonesia telah mencapai 

kesepakatan dengan Malaysia dan berhasil mengelola perlindungan pekerja migran. Hal 

ini ditunjukkan dengan beberapa perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. 

Hal tersebut terbukti pada kesepakatan bersama dalam beberapa perjanjian negara 

Indonesia dengan negara Malaysia, perjanjian tersebut adalah Kesepakatan Bersama 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang Tertuang dalam Penandatanganan MoU 

Perlindungan dan Penempatan PMI dan Deklarasi ASEAN. 
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(Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Perdana Menteri Malaysia PM 
Malaysia Ismail Sabri (kiri) melakukan kunjungan di Istana Merdeka untuk 

menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja 
migran Indonesia di Malaysia) 

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI 
 

Dalam menyelesaikan masalah dan perlindungan PMI di Malaysia yaitu melalui 

pertemuan bilateral kedua Negara membahas perlindungan Nota Kesepahaman atau MoU 

yang mencakup Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik 

di Malaysia, diterima oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. MoU antara kedua 

negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system 

sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Penggunaan sistem ini akan memberikan 

perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). Sehingga membuat 

peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk kerjasama tersebut dan bagaimana implementasinya 

pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan beberapa hal tersebut, peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

di Malaysia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo”. 
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2.1 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian, yaitu “bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam 

melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo?” 

2.2 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai penelaah serta memahami dalam 

menganalisa tentang bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam 

melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo. 

2.3 Manfaat Penelitian 
 

2.3.1 Manfaat Teoritis 
 

Dengan dilakukannya penelitian ini maka peneliti dapat membahas 

bagaimana bentuk kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi 

Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo. 

2.3.2 Manfaat Praktis 
 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang sekuritisasi perlindungan pekerja 

migran bagi peneliti selanjutnya. Dan juga dapat menjadi acuan sebagai 

referensi peneliti selanjutnya. 
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